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 Penelitian ini mengangkat hasil analisis dari Kasus Putusan Nomor 
93/Pid.Sus/2018/PN.Ban dengan rumusan permasalahan untuk menganalisis 
bagaimana kewenangan bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa pemilu di 
Indonesia dan efektivitas penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam 
sengketa tindak pidana pemilu dalam putusan nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban. 
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis 
terhadap kasus tersebut, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu: 
Bawaslu memiliki peran sentral dalam mengawasi dan memastikan kelancaran 
proses pemilu dari awal hingga akhir. Sebagai pengawas utama, Bawaslu 
berfungsi tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga pemutus sengketa dalam 
proses pemilu, serupa dengan fungsi peradilan.; Tindak pidana pemilu terkait 
politik uang adalah memberi uang dengan maksud memenangkan calon tertentu. 
Ini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat diadili melalui proses 
peradilan KUHAP berdasarkan KUHP.; dan Kasus tindak pidana pemilu, 
terutama yang berhubungan dengan politik uang, tidak hanya ditangani oleh 
Bawaslu, tetapi juga melibatkan kejaksaan dan kepolisian.  

 

ABSTRACT 
Keywords: 
Case Study, Bawaslu, 
Criminal 

In this research, the analysis results of Case Decision Number 
93/Pid.Sus/2018/PN.Ban are discussed with the problem formulation to analyze 
the authority of Bawaslu in the resolution process of election disputes in 
Indonesia and the effectiveness of integrated law enforcement (Gakkumdu) in 
election criminal disputes in Decision Number 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban. Using 
a qualitative, descriptive analysis method for the case, this research yields three 
conclusions: Bawaslu plays a central role in overseeing and ensuring the 
smooth process of elections from start to finish. As the primary supervisor, 
Bawaslu functions not only as a mediator but also as a resolver of disputes in 
the election process, similar to the judiciary's role; Election crimes related to 
political money involve giving money with the intention of winning a specific 
candidate. This is considered a legal violation and can be prosecuted through 
the KUHAP judicial process based on the Criminal Code (KUHP); and 
Election crime cases, especially those related to political money, are not only 
handled by Bawaslu but also involve the prosecutor's office and the police.  

 
 
PENDAHULUAN  
Dalam hukum pidana, perbuatan jahat bisa dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur pikiran 

dan unsur situasi. Unsur pikiran berhubungan dengan apa yang ada di dalam hati dan niat pelaku, 
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sementara unsur situasi terkait dengan keadaan luar atau situasi di mana perbuatan itu dilakukan. 

Jadi, unsur pikiran berkaitan dengan pikiran dan niat pelaku, sedangkan unsur situasi berkaitan 

dengan situasi sekitar perbuatan itu.1 Secara dasarnya, setiap perbuatan jahat harus melibatkan 

fakta-fakta seperti apa yang dilakukan, bagaimana perilaku pelaku, dan akibat dari perbuatan 

tersebut. Keduanya merupakan bagian dari kenyataan dalam dunia nyata yang menghasilkan 

peristiwa atau kejadian yang bisa diamati.2 

Secara sederhana, “tindak pidana pemilu” merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum 

dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Ini mencakup perbuatan pidana yang terkait langsung 

dengan tahapan pemilu. Menurut hukum, istilah ini berarti perbuatan pidana yang melanggar 

ketentuan hukum pemilu yang diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berdasarkan 

definisi itu, tindak pidana pemilu merujuk pada perbuatan yang diatur sebagai pelanggaran atau 

kejahatan dalam undang-undang pemilu. Dengan kata lain, tindak pidana pemilu merupakan 

suatu tindakan yang, jika melanggar aturan yang ada dalam undang-undang pemilu, dapat 

mengakibatkan sanksi pidana. Secara lebih spesifik, tindak pidana pemilu dapat diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok, yakni pelanggaran dan kejahatan.3  

Dengan kata yang lebih mudah dipahami, tindak pidana pemilihan umum bisa diartikan dalam 

tiga cara yang berbeda. Pertama, ini mencakup semua pelanggaran hukum yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemilu dan diatur oleh undang-undang pemilu. Kedua, ini mencakup semua 

pelanggaran hukum yang terkait dengan pemilu, baik yang diatur oleh undang-undang pemilu 

maupun undang-undang lain seperti hukum partai politik atau KUHP. Ketiga, ini mencakup 

semua pelanggaran hukum yang terjadi selama pemilu, seperti pelanggaran lalu lintas, 

penganiayaan, perusakan, dan sebagainya. Jadi, tindak pidana pemilihan umum bisa merujuk 

 
1 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 173 

2 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 193 
3 Khairul Fahmi, Jurnal, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu (System For The Crime of Election) (Universitas 
Andalas, 2015), hlm. 266 
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pada berbagai pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum, baik yang diatur 

secara eksplisit oleh undang-undang pemilu maupun yang terjadi selama pemilu.4 

METODE  
Penelitian ini mengangkat hasil analisis dari Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis terhadap kasus 

tersebut dan dengan rumusan permasalahan untuk menganalisis bagaimana kewenangan bawaslu 

dalam proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dan efektivitas penegakan hukum 

terpadu (Gakkumdu) dalam sengketa tindak pidana pemilu dalam putusan nomor 

93/Pid.Sus/2018/PN.Ban.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
• Kewenangan 

Peran Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi 

No. 11/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang 

penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 

22 Tahun 2007 tidak hanya mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan juga 

tentang lembaga pengawas pemilu di bawah koordinasi Badan Pengawas Pemilu. Undang-

Undang ini memisahkan antara tugas pelaksanaan dan pengawasan penyelenggara pemilu. Jenis 

pelanggaran hukum pemilu, baik pelanggaran administratif maupun sengketa proses pemilu, 

lebih menekankan pada pemberian sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan kepada 

pelanggar oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan, sementara sanksi pidana 

hanya diberikan oleh hakim pidana melalui proses peradilan pidana.5 

Pengaturan tentang tugas Bawaslu diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden. Bawaslu punya wewenang untuk memeriksa pelanggaran 

 
4 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1 
5 Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Butir-butir Gagasan 
dalam Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 337 
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administrasi pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu. Proses ini merupakan cara administratif 

yang diperbolehkan oleh hukum dan teori hukum.  

Kewenangan Bawaslu dalam mengambil keputusan diatur oleh Pasal 95 huruf b, c, dan d dari 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang memberikan hak kepada Bawaslu untuk 

mengadili pelanggaran pemilu. Lebih lanjut, wewenang ini diberikan kepada Bawaslu sebagai 

lembaga semi peradilan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Pemilu. Dalam undang-undang tersebut, Bawaslu berhak memeriksa dan 

mengambil keputusan terkait sengketa dalam proses pemilu. Keputusan Bawaslu bersifat final 

dan mengikat bagi KPU, kecuali dalam kasus verifikasi partai politik dan penetapan calon, yang 

memiliki pengecualian aturan final dan mengikat sesuai ketentuan dalam undang-undang.6 

Dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diatur bahwa Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa 

dalam proses pemilu. Mereka melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan atas sengketa 

proses pemilu dalam waktu maksimal 12 hari sejak menerima permohonan. Bawaslu Kabupaten 

Lima Puluh Kota mulai menerapkan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi oleh 

Bawaslu pada tahun 2018, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 468 yang menyatakan 

bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menangani 

sengketa proses pemilu.7 

Bawaslu memainkan peran penting mirip pengadilan dalam menyelesaikan sengketa proses 

pemilu (PSPP). Dalam proses ini, pihak-pihak yang bersengketa harus mengikuti tahapan 

mediasi. Di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, mediasi dipimpin oleh anggota Bawaslu yang 

disebut mediator dan sudah dimulai sejak 2018. 

Pemohon yang mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari tiga 

partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Isu utamanya berkaitan dengan pencalonan. 

Beberapa partai politik merasa mereka sudah memenuhi persyaratan pencalonan dan 

 
6 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Putih Hitam Pengadilan Khusus, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial 
Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 15-16 
7 Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), Permata Press, Surabaya, 2018, hlm. 234 
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mengajukannya ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi KPU menolaknya. KPU 

berpendapat bahwa berkas-berkas tersebut belum diterima. Menghadapi masalah ini, PPP, PSI, 

dan Demokrat menggugat keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Undang-

Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu 

Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Penyelesaian 

sengketa ini mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang dan peraturan Bawaslu. 

• Efektivitas 

Tindakan pidana pemilu dalam Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban yang 

dilakukan oleh Terdakwa Ira Marlina adalah melanggar hukum. Dia disebut melakukan 

pelanggaran dengan memberikan uang atau barang kepada warga Indonesia untuk memengaruhi 

cara mereka memilih. Pelanggaran ini bisa berupa mengajak orang untuk tidak menggunakan 

hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu agar suara tidak sah, memilih calon 

tertentu, atau tidak memilih calon tertentu. Ini adalah pelanggaran hukum yang bisa dikenai 

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Ira Marlina terbukti 

bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan. Dia memberikan uang langsung kepada warga 

negara Indonesia dengan maksud mempengaruhi mereka memilih calon tertentu. Sebagai 

akibatnya, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp 

200.000.000,00. Jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 

Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus ini, Terdakwa terlibat dalam tindak pidana sebagai 

bagian dari kelompok atau tim. Dia tidak melakukannya sendiri, melainkan terlibat dalam tindak 

pidana bersama-sama dengan beberapa orang lainnya. Mereka dapat dianggap sebagai kelompok 

yang diorganisir untuk mencapai tujuan tertentu melalui melakukan tindak pidana tersebut. 

Pihak penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan majelis hakim, seharusnya dapat 

menggunakan asas-asas hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan 

hukum lainnya untuk menangani pelanggaran politik uang. Dalam hal ini, mereka dapat 

menggunakan aturan mengenai percobaan tindak pidana dan penyertaan tindak pidana dalam 
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KUHP Pidana untuk menilai kasus ini. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tidak hanya 

dikenakan pada pelaku di lapangan, tetapi juga pada mereka yang menjadi inisiator dan 

penganjur politik uang. 

Penting diingat bahwa dalam hukum pidana, yang utama adalah mencari kebenaran materiil, 

yaitu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu kasus. Pihak penegak hukum 

harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk ketentuan KUHP 

tentang percobaan tindak pidana dan penyertaan tindak pidana. Hal ini untuk memastikan bahwa 

semua yang terlibat dalam politik uang, termasuk inisiator dan penganjur, dimintai 

pertanggungjawaban hukum sesuai peran mereka. Dengan pendekatan ini, penegak hukum dapat 

memastikan keadilan dan kebenaran hukum dalam penanganan kasus politik uang, serta bahwa 

setiap individu yang terlibat bertanggung jawab atas perannya. Dalam sistem hukum, alat bukti 

yang sah sangat penting dalam menentukan keyakinan hakim. Meskipun berlaku prinsip bukti 

bebas, di mana hakim tidak terikat mutlak pada satu alat bukti, bobot bukti sangat memengaruhi 

keputusan. Jika konsep penyertaan diterapkan dalam tindak pidana, terutama yang melibatkan 

lebih dari satu orang, pertanggungjawaban masing-masing pelaku harus dicari.8 

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, peran seseorang dalam delik penyertaan dapat 

minimal ada 2, yaitu: 

a. Dipidana sebagai pembuat delik (dader) suatu perbuatan pidana, dan 

b. Sebagai pembantu bagi pembuat delik (mede plichtiger) 

Ada kemungkinan 4 peran sebagai pembuat delik atau dader, yakni: 

1) Sebagai pelaku langsung dari tindak pidana (pleger). 

2) Sebagai pelaku yang turut serta bersama-sama dengan pelaku utama (mede pleger). 

3) Sebagai orang yang menyuruh pelaku utama melakukan tindak pidana (donpleger). 

 
8 Loebby Loqman, Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana, Universitas Tarumanegara UPT 
Penerbitan, Jakarta, 1995, hlm. 59 
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4) Sebagai pihak yang menganjurkan pelaku utama melakukan tindak pidana (uitlocker). 

Ciri-ciri medepleger melibatkan dua orang atau lebih, melibatkan kerjasama yang telah 

direncanakan sebelumnya, bukan kebetulan. Menurut Eddy OS Hiariej, untuk dianggap turut 

serta, perlu dibuktikan dua hal yang disebut double opzet,9 yaitu kesepakatan di antara pelaku 

sebagai syarat subyektif dan adanya kerjasama konkret untuk mewujudkan kesepakatan di antara 

pelaku sebagai syarat obyektif secara bersama-sama. 

Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa semua yang disebut dalam pasal itu dianggap sebagai 

pelaku. Bahkan, Profesor van Bemmelen menyatakan bahwa “dader” berarti “de aansprakelijke 

dader” atau seseorang yang harus bertanggung jawab. 

Dalam kasus ini, perlu diingat bahwa hukum pidana memiliki ketentuan mengenai percobaan 

dan penyertaan. Ini memungkinkan penyidik polisi dan jaksa untuk menilai peran dan 

keterlibatan pelaku politik uang, termasuk inisiator dan penganjur. Dengan demikian, pelaku 

politik uang yang menjadi inisiator, penyandang dana, atau pelaku kampanye yang terlibat dalam 

kecurangan bisa terjerat dalam tindak pidana politik uang, tidak hanya mereka yang bertindak 

berdasarkan instruksi dari anggota lain. 

Konsep hukum dalam negara hukum menekankan pentingnya hukum tertulis untuk menjamin 

kepastian hukum. Namun, prinsip the rule of law juga mengakui nilai-nilai keadilan dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dalam 

putusan hukum. Hakim tidak selalu harus tunduk pada teks hukum, tetapi dapat membuat 

keputusan berdasarkan rasa keadilan dan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat. 

Dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, pemerintah menegaskan komitmennya melawan tindak 

pidana pemilu melalui pembentukan Gakkumdu. Gakkumdu, atau Gugus Tugas Penegakan 

Hukum Terpadu, memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana pemilu. Pasal 486 butir 

 
9 Dalam literatur hukum pidana double opzet atau kesengajaan ganda. Kesengajaan Pertama, menitikberatkan pada 
kerjasamanya, dimana adanya kesadaran dari mereka yang terlibat dan kerjasama diantara mereka, Kesengajaan 
Kedua, menitikberatkan pada kejahatan itu sendiri yaitu adanya kesadaran bahwa keterlibatan mereka dalam rangka 
mewujudkan suatu kejahatan 
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(1) menyatakan tujuan Gakkumdu adalah mengkoordinasikan penanganan tindak pidana pemilu 

antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. 

UU No. 7 Tahun 2017 memberi Bawaslu wewenang signifikan untuk mengawasi pemilu. 

Namun, pelaksanaan wewenang ini harus mematuhi aspek-aspek kunci: wewenang, prosedur, 

dan substansi. Dalam menangani pelanggaran pemilu, Bawaslu perlu bekerja sama erat dengan 

kepolisian dan kejaksaan, memastikan penanganan yang cepat dan tepat. 

Komisioner Bawaslu perlu memiliki pemahaman hukum yang mendalam, dan pelatihan serta 

bimbingan teknis diperlukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kerjasama yang baik 

antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat pemilih adalah kunci untuk 

menciptakan pemilu yang demokratis. Praktik politik uang sering menjadi akar masalah korupsi, 

dan upaya bersama diperlukan untuk mengatasi hal ini. 

UU No. 15 Tahun 2011 dan revisi UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan tugas Bawaslu dalam 

pengawasan Pemilu, mencakup pencegahan dan penindakan pelanggaran serta pengawasan Dana 

Kampanye. UU terbaru juga menambah tanggung jawab Bawaslu dalam mencegah Money 

Politics TSM dan mengawasi ASN, TNI, dan POLRI. Secara keseluruhan, UU No. 7 Tahun 2017 

memperkuat peran dan kewenangan Bawaslu, meningkatkan penegakan hukum pemilu dan 

memastikan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. 

KESIMPULAN  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Bawaslu memiliki peran sentral dalam mengawasi dan memastikan kelancaran proses 

pemilu dari awal hingga akhir. Sebagai pengawas utama, Bawaslu berfungsi tidak hanya 

sebagai penengah, tetapi juga pemutus sengketa dalam proses pemilu, serupa dengan 

fungsi peradilan. Keputusan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa bersifat final dan 

mengikat bagi Komisi Pemilihan Umum. Sengketa pemilu dapat melibatkan peserta 

pemilu atau sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. 
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2. Tindak pidana pemilu terjadi ketika seseorang melanggar hukum dalam upaya untuk 

memenangkan proses pemilu. Penyelesaiannya melibatkan Gakkumdu, yang terdiri dari 

Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kasus tindak pidana pemilu, khususnya yang 

berkaitan dengan politik uang, tidak hanya diselesaikan oleh Bawaslu, melainkan juga 

melibatkan kejaksaan dan kepolisian. 

3. Tindak pidana pemilu terkait politik uang mencakup pemberian hadiah berupa uang 

dengan tujuan memenangkan calon tertentu. Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana 

dan dapat diproses melalui hukum pidana berdasarkan KUHP sesuai proses peradilan 

KUHAP. Proses peradilan melibatkan Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, dan berakhir di 

pengadilan, di mana hakim memberikan putusan terhadap individu yang terbukti 

melakukan tindak pidana pemilu, seperti politik uang, untuk kepentingan salah satu calon 

legislatif. 
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